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RINGKASAN

Penelitian ini membahas penerapan asas tidak dapat dibagi-bagi (ondeelbaarheid)
dalam pelaksanaan eksekusi parsial terhadap Hak Tanggungan berperingkat. Kajian ini
dilatarbelakangi oleh belum adanya pengaturan yang secara tegas mengatur mekanisme
eksekusi parsial dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan, sedangkan dalam praktik pembiayaan, khususnya kredit perbankan dan
pembiayaan proyek, sering dijumpai kebutuhan untuk melepaskan atau mengeksekusi
sebagian objek jaminan tanpa menghapus keseluruhan Hak Tanggungan.
Permasalahan yang dikaji meliputi mekanisme eksekusi parsial terhadap Hak
Tanggungan berperingkat menurut hukum Hak Tanggungan di Indonesia serta
kesesuaiannya dengan asas tidak dapat dibagi-bagi (ondeelbaarheid). Penelitian
menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-
undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Analisis dilakukan terhadap
berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk memperoleh konstruksi
hukum yang mampu menjawab permasalahan penelitian.

Pembahasan menunjukkan bahwa Undang-Undang Hak Tanggungan belum
memberikan pengaturan yang secara khusus mengakomodasi pelaksanaan eksekusi
parsial. Meskipun demikian, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Hak Tanggungan
memberikan ruang pengecualian terhadap asas ondeelbaarheid apabila hal tersebut
telah diperjanjikan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan. Ketentuan tersebut
menjadi dasar bahwa pengurangan sebagian objek jaminan pada dasarnya
dimungkinkan sepanjang tidak menghilangkan fungsi Hak Tanggungan sebagai
jaminan pelunasan utang.

Dalam Hak Tanggungan berperingkat, pelaksanaan eksekusi parsial tidak hanya
berkaitan dengan hubungan hukum antara debitur dan kreditur pemegang Hak
Tanggungan pertama, tetapi juga menyangkut kepentingan kreditur pada peringkat
berikutnya. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan prinsip
preferensi, kecukupan nilai jaminan yang masih tersisa, serta perlindungan terhadap
hak seluruh kreditur. Tanpa adanya pengaturan yang jelas, penerapan eksekusi parsial
berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dan ketidakpastian hukum.
Berdasarkan hasil analisis, dapat dipahami bahwa eksekusi parsial terhadap Hak
Tanggungan berperingkat pada dasarnya tidak bertentangan dengan sistem hukum Hak
Tanggungan sepanjang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan tidak
mengurangi hak preferen kreditur lainnya. Namun demikian, untuk mewujudkan
kepastian hukum serta memberikan pedoman yang seragam dalam praktik, diperlukan



pengaturan yang lebih komprehensif mengenai syarat, tata cara, dan batasan
pelaksanaan eksekusi parsial dalam pengaturan Hak Tanggungan di Indonesia.
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ABSTRAK

Kata Kunci : Hak Tanggungan Berperingkat, Eksekusi Parsial, Asas Tidak Dapat
Dibagi-bagi (Ondeelbaarheid), Preferensi Kreditur, Kepastian Hukum.

Ketiadaan pengaturan yang secara khusus mengatur eksekusi parsial dalam Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menimbulkan persoalan ketika
praktik pembiayaan memerlukan pelepasan atau eksekusi terhadap sebagian objek
jaminan. Kondisi tersebut menjadi semakin kompleks apabila Hak Tanggungan
dibebankan kepada lebih dari satu kreditur dengan peringkat yang berbeda sehingga
pelaksanaannya harus tetap memperhatikan perlindungan terhadap seluruh pihak yang
berkepentingan.

Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme eksekusi parsial terhadap Hak
Tanggungan berperingkat menurut hukum Hak Tanggungan di Indonesia serta
mengkaji kesesuaiannya dengan asas tidak dapat dibagi-bagi (ondeelbaarheid).
Penelitian merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-
undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang
digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara
kualitatif menggunakan metode analisis preskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Hak Tanggungan belum
mengatur secara eksplisit mengenai mekanisme eksekusi parsial. Meskipun demikian,
Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Hak Tanggungan memberikan pengecualian terhadap
asas tidak dapat dibagi-bagi (ondeelbaarheid) apabila diperjanjikan dalam Akta
Pemberian Hak Tanggungan. Dalam pelaksanaannya, eksekusi parsial hanya dapat
dilakukan sepanjang tidak mengurangi kedudukan preferen kreditur lain, tetap
menjamin kecukupan nilai objek jaminan yang tersisa, serta dilaksanakan berdasarkan
kesepakatan yang sah. Dengan demikian, eksekusi parsial pada Hak Tanggungan
berperingkat tidak dapat dinilai semata-mata bertentangan dengan asas
ondeelbaarheid, melainkan harus dipahami sebagai pengecualian yang dibenarkan
sepanjang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum dan tetap menjamin
perlindungan terhadap kepentingan seluruh kreditur. Oleh karena itu, diperlukan
pembaruan pengaturan dalam Undang-Undang Hak Tanggungan guna memberikan
kepastian hukum terhadap pelaksanaan eksekusi parsial di Indonesia.
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ABSTRACT

Keywords: Ranked Mortgage Rights, Partial Execution, Principle of Indivisibility
(Ondeelbaarheid), Creditor Preference, Legal Certainty.

The absence of explicit legal provisions governing the partial execution of mortgage
rights under Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights has created legal
uncertainty, particularly in financing practices requiring the release or execution of
only part of the collateral. The issue becomes more complex where mortgage rights
are held by multiple creditors with different priority rankings, requiring balanced legal
protection for all parties involved.

This study examines the mechanism of partial execution of ranked mortgage rights
under Indonesian mortgage law and evaluates its compatibility with the principle of
indivisibility (ondeelbaarheid). The research adopts a normative legal method
employing statutory, conceptual, and case approaches. Primary, secondary, and
tertiary legal materials were examined through qualitative analysis using a
prescriptive method.

The findings reveal that the Mortgage Law does not expressly regulate partial
execution. Nevertheless, Article 2 paragraph (2) provides an exception to the principle
of indivisibility, allowing such arrangements where they have been expressly stipulated
in the Deed of Granting Mortgage Rights. In practice, partial execution may only be
justified where it does not prejudice the preferential rights of other mortgage holders,
preserves the adequacy of the remaining collateral, and is supported by a valid
agreement between the parties. Accordingly, partial execution of ranked mortgage
rights should not automatically be regarded as inconsistent with the principle of
indivisibility, but rather as a legally permissible exception subject to specific legal
requirements and the protection of all creditors' interests. Greater regulatory clarity
is therefore required to ensure legal certainty in the implementation of partial
execution within the Indonesian mortgage law system.
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